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BUPATI LAMONGAN
PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATILAMONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa  penyusunan rencana kebutuhan
pekerjaan konstruksi yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023
didasarkan prinsip transparansi, efisiensi,
efektivitas dan akuntabilitas sesuai rencana
program/kegiatan serta fungsi setiap Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupatem
Lamongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, serta dalam rangka
memberikan  pedoman  dalam = ketentuan
anggaran dan pelaksanaan belanja perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



10.

11.

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan :

2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016
tentang Pedoman Analisis Harga Satuan
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1166);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4

Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lamongan.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah
Perencanaan dan Penganggran yang berisi
program kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

S. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya



disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen
kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang
distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan
dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebagai
elemen penyusunannya.

6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat
SSH adalah besaran harga yang ditetapkan
sebagai acuan pengadaan barang milik daerah
dalam perencanaan kebutuhan, merupakan
standar harga komponen terkecil untuk satuan
item barang;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

a. memberikan standar harga yang digunakan
dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi
lingkup Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2023;

b. pedoman/acuan untuk menilai kewajaran
dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam
pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan
menerapkan prinsip efektifitas dan efensiensi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang meliputi
pekerjaan konstruksi bangunan gedung, yang
terdiri atas pekerjaan :

a. persiapan;
b. tanah;



pondasi;

beton;

dinding;

besi dan aluminium;
pasangan dan dinding;
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. plesteran;

[

lantai dan dinding;
pengecatan;
plafon;
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penutup atap;
. kayu;
kunci dan kaca;
sanitasi gedung;
jaringan listrik;
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pekerjaan Pencahayaan.

(2) Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 4

(1) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada Standar
Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lamongan
dalam kondisi normal dan merupakan batas
tertinggi.

(2) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya
overhead dan keuntungan penyedia.

(3) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak
Pendapatan (PPn) dan dapat dinegosiasi kembali
untuk memperoleh harga yang lebih
menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten
Lamongan.

(4) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi khusus,
dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip
transparan, akuntabel dan efisien.



Pasal 5

(1) Analisa standar harga yang tidak tercantum dalam
Peraturan Bupati ini menggunakan harga pasar.

(2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh dari harga survei sekurang-kurangnya di
3 (tiga) lokasi yangberbeda.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

| RS
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001




Dump Truck | jam | 0.6658 346,903.43 230,954
| |JUMLAH HARGA ALAT 315,780
D Jumlah (A+B+C) 362,556
E Overhead & Profit (10 %) | 10% x D (mal 36,356
F Harga Satuan Peker) (D+E} 398,812
3.9.22.  Pengendallan Ti M2)
No Kode Satuan Koefislen Harg satuan (RP) Jumlah Harga (RF)
A TENAGA
Pekerja jam 0.0700 16,077.60 1,125
Mandar jam 0.0117 22,968.00 268
JUMLAH TENAGA KERJA 1,393
B BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN
¢ PERALATAN
Mesin Pemotong Rumput Jam 0.0533 12,574.14 21.175
JUMLAH HARGA ALAT 21.17
D Jumlah [A+B+C) 22,569
E Overhead & Profit (10 %) | 10%xD imal 2.257
P Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 24,825

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

N}P.- 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
tid.
YUHRONUR EFENDI




